KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 06 TAHUN 2001

T E N T A N G

DISPENSASI PENYELESAIAN AKTA KEMATIAN

DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang :     a. bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai dan pentingnya Akta Kematian, maka perlu memberikan kesempatan kepada penduduk Kabupaten Bantul untuk memperoleh Akta Kematian yang terlambat pencatatannya melalui dispensasi penyelasaian Akta Kematian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Dispensasi Penyelesaian Akta Kematian di Kabupaten Bantul;

Mengingat :    1.  Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang             Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;

2. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan <inahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabpaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2000 tentang  Retribusi  Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul jo. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2000;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul;

Memperhatikan:  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.3/1741/PUOD, tanggal 30 Juni 1997, perihal Persetujuan Dispensasi Akta kematian;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 474.3/2120, tanggal 14 Agustus 1997, perihal Persetujuan Permohonan Dispensasi Akta Kematian;

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 474.3/2584, tanggal 3 Oktober 1997, perihal Petunjuk Pelaksanaan Dispensasi Akta Kematian;

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG DISPENSASI PENYELESAIAN AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN BANTUL
Pasal 1

Membarikan dispensasi penyelesaian Akta Kematian di Kabupaten Bantul kepada Warga Negara Indonesia Asli Penduduk Kabupaten Bantul yang Terlambat pencatatannya karena melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal kematiannya, tanpa memperhatikan tempat peristiwanya. 

Pasal 2

Penyelenggaraan dispensasi penyelesaian Akta Kematian sebagaimana dimaksud pasal 1 dilaksanakan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pelaksanaan dispensasi penyelesaian Akta Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 1 tidak diperlukan sidang pengadilan.

Pasal 4

Biaya pencatatan dan penerbitan Kutiban Akta Kematian dalam rangka dispensasi penyelesaian Akta Kematian ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi  Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 5

Persyaratan untuk mengajukan permohonan dispensasi penyelesaian Akta Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebagai berikut :

a. Dispensasi penyelesaian Akta Kematian diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia Asli penduduk Kabupaten Bantul tanpa melihat tempat kejadian kematian;

b. Pemohon adalah ahli waris atau orang yang ditunjuk dengan Surat Kuasa dan diketahui oleh aparat Pemerintah Desa setempat.

c. Pemohon datang ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul dengan membawa 1 (satu) orang saksi yang sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

d. Pemohon mengisi formulir yang disediakan Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul dengan melampirkan :

1. foto kopi surat Kematian dari Pemerintah Desa setempat, dokter atau Rumah Sakit;

2. foto kopi Surat Nikah/Akta Perkawinan orang yang meninggal apabila sudah menikah dan bagi yang belum menikah Surat Nikah Orang tuanya;

3. foto kopi Akta Kelahiran dari orang yang meninggal apabila sudah mempunyai Akta Kelahiran;

4. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) orang yang meninggal;

5. semua foto kopi sebagaimana dimaksud ayat 1 sampai dengan 4 dilegalisasi Pemerintah Desa.

Pasal 6

Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini dan bersifat teknis diatur oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 25 Januari 2001

-------------------------------------------

Bupati Bantul

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 26 Januari 2001

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

                           A   S   H   A   D   I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI  D  NOMOR 01  TAHUN  2001

